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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 




Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ث
 (Sa ṡ es (dengan titik di atas د
 Jim j Je س
 (Ha ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 (Zal ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra r Er ر
 Zai z Zet ز
 Sin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 (Sad ṣ es (dengan titik di bawah ص





 (Ta ṭ te (dengan titik di bawah ط




 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ك
 Lam l El ه
ً Mim m Em 
ُ Nun n En 
 Wau w We و




ٌ Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 






Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 kasrah I I ا ِ
 ḍammah U U ا ِ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara 








 fatḥah dan yā’ Ai a dan i يَ 
 fatḥah dan wau au a dan u ى ىَْ
Contoh: 
ُْفَ   kaifa : م 
 haula : ه ْىهَ  
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 








 …ا َ| …يَ 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
Ā 
a dan garis di 
atas 






 ḍammah dan wau Ū ىى
u dan garis di 
atas 
Contoh: 
اثَ   ٍ : mata 
ًَ  ٍ ر  : rama 
ُْوََْ قِ : qila 
ْىثََُ َُ  َ : yamutu  
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 
harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َهََِ تَُاأْل ْطف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
َْْ تَُاْىف اَِضي تََُ ِدَ  َ ا ْى : al-madinah al-fadilah 








5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  
بَّْ ا  rabbana :ر 
ْ ا ُْ  najjainah :ّ جَّ
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ه) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
 al-falsafah :ا ْىف ْيس ف تَُ
 al-biladu :ا ْىباِل دَُ
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 







a. Hamzah di Awal  
ْرثَُ ٍِ ُ  umirtu : ا
b. Hamzah Tengah 
َ  ُ ُرْو ٍُ  ta’muruna : ح أْ
c. Hamzah Akhir 
ءٌَ ٍْ :ش  َ: Syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  
yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  
harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  
tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah.  
Contoh: 





Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
ٌَْ َََهُ ِتََّلاَّ  َ ْح َر  ٍْ  Hum fi rahmatillah فِ
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya.  
Contoh: 
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
 Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H   = Hijrah 





SM  = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
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Judul  : Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus 
Pengadilan Agama Takalar) 
 
Skripsi ini membahas tentang Implikasi Penetapan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus 
Pengadilan Agama Takalar). Pengambilan judul tersebut bertujuan untuk 
menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam 
skripsi ini yaitu 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana 
permintaan dispensasi nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar?. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research kualitatif 
dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif 
yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketetentuan hukum yang 
berlaku. Selanjutnya untuk memperoleh data tentang masalah ini, maka digunakan 
metode pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dokumentasi kemudian 
data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar 
menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga 
berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa disamping masalah 
usia, Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan 
terbaik bagi anak. Kemudian permintaan dispensasi nikah mengalami peningkatan 
pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, tidak dapat 
dikatakan bahwa satu-satunya faktor dibalik meningkatnya permintaan dispensasi 
nikah adalah karena lahirnya undang-undang tersebut. Faktor lainnnya meliputi 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.   
Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya orang tua dan anak memiliki 
kesadaran dan pemahaman tentang dampak dari perkawinan dibawah umur, 
sehingga melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dapat memicu 
dilakukannya perkawinan pada usia anak. Selain itu perlu dipahami pula bahwa 
ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melangsungkan perkawinan 
diantaranya kesiapan mental, fisik, ekonomi dan pendidikan yang layak agar 






A. Latar Belakang Masalah  
Allah swt menciptakan manusia dalam bentuk jenis laki-laki dan 
perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasang-pasangan. 
Oleh karena itu, timbul kecenderungan untuk saling memiliki antara manusia yang 
satu dengan yang lainnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, baik 
kebutuhan jasmani maupun rohani. Untuk menyatukan dua insan yang berbeda 




Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 




Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang 
sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
3
 Kegiatan ini merupakan sesuatu yang 
sakral di kehidupan masyarakat karena telah menjadikan perempuan sebagai 
pasangan bagi laki-laki begitu pun sebaliknya. Semua itu untuk mewujudkan rasa  
 
                                                             
1Nginayatul Khasanah, Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika (Cet. 1; 
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h.13. 
2Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. 8; Jakarta: Kencana, 2019), h. 5. 
3
Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab 





tenteram yang penuh kasih dan sayang diantara mereka. Sebagaimana Firman 
Allah SWT  dalam Qs.Ar Rum ayat 21: 
 




ۡأ  ٌ َۡخوََقۡهَُلىّۡيِ ن 
َ
أ
ُروَنۡ ٖمَۡيَتَفمَّ َٰلَِكۡٓأَلَيَٰٖتۡهَِّقو  ِِۡفَۡذ إِنَّ ًۡۚ َة   ٢١ََۡورَۡح 
Terjemahnya : 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-




Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan 
kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur perkawinan 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Undang-Undang tersebut yang menjadi acuan dalam perkawinan di Indonesia. Hal 
ini berarti bahwa negara mempunyai perhatian  serius terhadap masalah 
perkawinan sebagai awal dari lahirnya generasi penerus bangsa. Salah satu pasal 
terpenting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terkait batasan usia 
untuk menikah. 
Ketentuan yang mengatur tentang batas usia perkawinan tertuang dalam 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa 
“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 
                                                             





belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
5
 
Pemberian batas usia minimal untuk menikah pada dasarnya dimaksudkan agar 
pihak-pihak yang akan menikah telah siap dan matang secara fisik, jiwa dan 
kemampuan dalam berpikir. Meskipun secara faktual, diakui bahwa pernikahan 




Kemudian pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi  kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Oleh karena itu, pernikahan baru 
dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan yang 
diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita. 
Dispensasi nikah adalah kebijakan Pengadilan Agama berupa produk hukum 
penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah.
7
 
Adanya dispensasi bertujuan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi 
hal-hal yang menimbulkan kemudharatan dalam hubungan tersebut.  
Salah satu alasan yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah 
secara umum adalah bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon 
mempelai wanita sangat erat, sehingga perkawinan harus dilaksanakan agar tidak 
terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. 
                                                             
5Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
pasal 7 ayat (1). 
6
Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan 
Dibawah Umur, Edisi Pertama (Cet. 1; Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. 114.  
7Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan 





Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi 
nikah tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Dari hasil wawancara 
awal peneliti dengan Panitera Pengadilan Agama Takalar, H. Jalaluddin, 
S.Ag.,M.H, beliau mengatakan bahwa tidak semua permohonan dispensasi nikah 
yang masuk dapat diterima dan dikabulkan. Permohonan dispensasi nikah dapat 
diterima apabila syarat-syarat admisitrasi telah terpenuhi. Kemudian mengenai 
penetapan dikabulkan atau tidaknya dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang 
terbukti di persidangan untuk dapat diberikan izin dispensasi.
8
  
Menurut undang-undang perkawinan Indonesia, menghendaki agar tidak 
terjadi perkawinan anak. Hal ini terlihat jelas dari Pasal 26 ayat (1), huruf (c) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 
mengatur bahwa diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak 
adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Bahkan upaya 
pencegahan perkawinan pada usia anak terlihat jelas dari perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019. Substansi perubahannya yaitu tentang usia 
perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa 
perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai 
usia 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat berikutnya, orang tua laki-laki dan / atau 
perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan  
alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.  
                                                             
8H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, Di 





Salah satu alasan perubahan batas usia minimal untuk menikah adalah 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang 
mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan DPR RI untuk jangka 
waktu maksimal 3 tahun pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, khususnya batas usia minimal perkawinan bagi 
perempuan, dengan memperhatikan adanya pembedaan perlakuan antara laki-laki 
dan perempuan yang dampaknya dapat menghambat pemenuhan hak dasar atau 
hak konstitusional Warga Negara yang tergabung dalam kelompok hak sipil dan 
politik serta hak ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya yang seharusnya tidak 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Pertimbangan yang sama juga menyebutkan 
bahwa perbedaan usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak 
hanya menimbulkan diskriminasi terkait dengan pelaksanaan hak untuk 
berkeluarga yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga 
diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 28B, Ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal 
perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum 
wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.  
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas menjelaskan 
bahwa perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak 
yang harus dilindungi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 
harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan 
pemerintah. Jika perkawinan anak terus dilakukan, besar kemungkinan Indonesia 





perkawinan anak di seluruh Indonesia yang tentunya akan menghambat cita-cita 




Pernikahan anak tidaklah cukup jika hanya dilihat dari satu sudut pandang 
saja. Berkaitan dengan tujuan hukum Islam (maqashidu al-syariah), ada tiga hal 
mendasar yang harus diperhatikan dalam realitas perkawinan anak, yaitu 
keselamatan jiwa anak dalam kaitannya dengan tujuan melindungi jiwa (hifzhu al-
nafs), melanjutkan pendidikan anak dalam perlindungan dari akal (hifzhu al-aql) 




Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang mencegah 
terjadinya perkawinan pada usia anak, maka dapat dipahami pula dari penjelasan 
di atas bahwa hukum Islam juga tidak membenarkan hal tersebut. Karena 
perkawinan anak merupakan pilihan terakhir, maka perlu ada dispensasi nikah 
dari Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan permikahan anak. 
Oleh karena itu, Pengadilan Agama Takalar sebagai lembaga yang secara 
hukum diberi kewenangan untuk menilai mendesak atau tidaknya perkawinan itu 
dilangsungkan, harus memperhatikan fakta hukum yang timbul dari berbagai 
aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan revisi undang-undang 
perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjadikan usia 
perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. 
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Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), Dispensasi Kawin Di Pengadilan 
Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. 
10Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sukadana), Dispensasi Kawin Di Pengadilan 





Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang dampak penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar yang 
dituangkan dalam bentuk karya skripsi yang berjudul : “Implikasi Penetapan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi 
Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)”.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Fokus penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan atau ruang lingkup 
penelitian baik dari segi waktu maupun ruang lingkup subjek penelitian. Oleh 
karena itu, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Implikasi Penetapan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di 
Pengadilan Agama Takalar. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk lebih memahami pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa 
penjelasan terkait, yaitu: 
a. Implikasi  
Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program 
atau kebijakan. Program atau kebijakan yang dimaksudkan penulis adalah 
penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas 







b. Dispensasi Nikah  
Pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum 
mencapai batas minimal 19 tahun dengan cara mengajukan permohonan 
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. 
c. Pengadilan Agama Takalar 
Salah satu badan peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 
terletak di Kabupaten Takalar yang diberi kekuasaan oleh negara dalam 
menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-
perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah serta 
ekonomi syariah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menganggap perlu 
ada rumusan masalah dari pokok permasalahan Implikasi Penetapan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi 
Kasus Pengadilan Agama Takalar).  
Dari pokok permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa sub 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 
2. Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca penetapan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan 






D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini. Referensi penulis masih sangat terbatas. Namun yang 
menjadi acuan antara lain: 
1. Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., dalam bukunya yang berjudul 
Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di 
Bawah Umur). Buku ini membahas tiga topik: Terkait korelasi norma 
perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan 
dalam perkawinan anak di bawah umur, bagaimana seyogianya norma 
perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur melalui perkara 
dispensasi nikah di Pengadilan Agama ditinjau dari tujuan perlindungan 
hokum terhadap anak serta bagaimana idealnya perlindungan anak dalam 
perkara dispensasi di Pengadilan Agama. Namun dalam buku ini tidak 
dibahas mengenai dampak penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. 
2. Nginayatul Khasanah dalam  bukunya yang berjudul Pernikahan Dini 
(Masalah dan Problematika). Buku ini menjelaskan mengenai makna 
pernikahan secara umum, aturan pernikahan yang tertuang dalam Undang-
Undang Perkawinan, persiapan menuju gerbang pernikahan, pernikahan 
dini dengan segala problematikanya dari berbagi sudut pandang. Dalam 
buku ini dijelaskan terkait pernikahan dan problematikanya namun tidak 
membahas dampak penetapan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 





3. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dengan buku yang berjudul 
Fiqh Munakahat. Buku ini meliputi konsep nikah, prinsip nikah, 
peminangan, larangan nikah, masalah poligami, dan lain-lain. Penelitian 
ini akan membahas tentang dampak penetapan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Permohonan Perkawinan di Pengadilan Agama. 
4. Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam Di 
Dunia Modern. Buku ini membahas tentang tinjauan umum perkawinan 
Islam di Indonesia, sketsa sosila politik Negara-negara islam, pandangan 
umum seputar hukum Islam dan hukum perkawinan di dunia Islam. 
Sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai implikasi penetapan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi 
nikah di Pengadilan Agama. 
5. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H.,M.H. dalam bukunya yang berjudul 
Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku ini membahas tentang 
kedudukan perkawinan dalam Islam, hukum perkawinan di Indonesia, 
pengertian dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, khitbah 
hingga walimah. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang implikasi 
penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan 








E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar. 
b. Untuk mengetahui bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca penetapan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di 
Pengadilan Agama Takalar. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi penelitian yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Menambah informasi atau pemahaman tentang implikasi penetapan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi nikah pada 
Pengadilan Agama Takalar. 
b. Memberi bahan, masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait 












A. Selayang Pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tentang batasan usia 
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang perlu untuk 
diperbarui. Batasan usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa 
perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan 
belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Salah satu 
alasan pembaharuan tersebut adalah karena ketentuan tersebut memungkinkan 
pelaksanaan perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.
1
 Dengan demikian berarti bahwa setiap orang yang 
dibawah umur 18 (delapan belas) tahun masih  termasuk dalam kategori anak.  
Selain itu, adanya upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai 
batasan usia perkawinan di Indonesia. Namun, dalam permohonan pertama, 
Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon sebagaimana 
tertuang dalam putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
                                                             
1Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 





Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017, tiga pemohon kembali mengajukan uji 
materi dengan permohonan yang sama, yakni terkait perubahan batas usia 
perkawinan. Akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima 
permohonan pemohon untuk dilakukan perubahan batas usia perkawinan di 
Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah adanya 
pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang dampaknya dapat 
menghambat pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, baik 
pada kelompok hak sipil maupun politik dan secara ekonomi, pendidikan, sosial. 
dan budaya yang seharusnya tidak boleh dibedakan atas dasar alasan spesifik 
gender. Tidak hanya itu, jika usia minimal menikah bagi perempuan lebih rendah 
dari pada laki-laki, perempuan akan lebih cepat bisa berkeluarga. Artinya tidak 
ada persamaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Putusan 
Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan agar DPR RI melakukan perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya batas 
usia minimal perkawinan bagi perempuan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
tahun.  
Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan 
pemerintah sepakat untuk mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Batas minimal usia menikah. Perubahan tersebut tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahum 1974 tentang Perkawinan yang secara resmi disahkan di Jakarta 





2. Perbedaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan 
pada tanggal 2 Januari 1974 yang memuat peraturan yang sangat luas. Isi dari 
pasal-pasal yang terdapat didalamnya mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-
syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian 
perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, 
putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara 
orang tua dan anak, perwalian serta ketentuan lain yang sekaitan dengan 
perkawinan. Pasal 7 ayat 1 undang-undang ini mengatur tentang usia perkawinan, 
yaitu perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 
(sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 
Ayat (2) kemudian menyatakan bahwa apabila pasal ini menyimpang dari ayat 
(1), dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan. Selain itu, pada ayat (3) 
ketentuan tentang kondisi salah satu atau kedua orang tua sesuai dengan Pasal 6 
ayat (3) dan (4) Undang-undang ini juga berlaku untuk permohonan dispensasi 
pada ayat (2) pasal ini, dengan tidak mengurangi arti dari Pasal 6 ayat (6) 
Pada tanggal 14 Oktober 2019, ketentuan batas minimal usia untuk 
melakukan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi disebabkan karena lahirnya 





2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan.  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan untuk menyelaraskan 
isi dan aturan Undang-undang dengan aspek masyarakat kontemporer. Perubahan 
ini tertuang dalam pasal 7 yang mengatur tentang usia perkawinan. Menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia pernikahan adalah 19 tahun untuk 
pria dan 16 tahun untuk wanita. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019, usia perkawinan antara pria dan wanita disesuaikan menjadi 19 
tahun. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di antara Pasal 
65 dan Pasal 66 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 65A. Isi dari pasal tersebut 
mengatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengajuan nikah 
yang telah didaftarkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
berkaitan dengan perkawinan, prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 Hal itulah yang membedakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
3. Muatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalamnya memuat beberapa 
ketentuan, diantaranya yaitu terkait batas minimal usia perkawinan sebagaimana 





didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetap dilanjutkan 
prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 
termuat dalam pasal 65A.  
Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila 
pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2
 Kemudian pada 
pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap 
ketentuan  umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria 
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 
dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3
 
Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) menyebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah 
calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4
 
Batasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dimaksudkan antara lain untuk mencegah perkawinan anak. Perkawinan pada usia 
anak dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, yang dapat 
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan 
anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial. 
Selain Pasal 7 yang mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah, 
disisipkan Pasal 65A yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai 
                                                             
2Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7ayat (1). 
3
Republik Indonesia, Undang-Undang RI  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7ayat (2). 
4Republik Indonesia, Undang-Undang RI  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 





berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya 




B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah (na-ka-
ha) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).
6
 Kata nakaha banyak terdapat dalam al 
Quran yang berarti kawin, seperti dalam QS. An Nisa ayat 3: 
ع َ  ُرب َٰ َو  ذ 
رُي َٰ َو  ًَٰ ۡزْ   ٍ َٱىِّْس آِءَ  ِ ٍِّ َى ُنٌَ اَط اب   ٍ َف ٱِّنُحىاَْ ًَٰ  َ
َحُۡقِسُطىاَْفٍَِٱۡىُ خ َٰ َأ َّلَّ ٌۡ ُ َِخۡفخ ُۡ إِ َو 
َح َ َأ َّلَّ ٌۡ ُ َِخۡفخ ُۡ َح عُىىُىاَْف إِ َأ َّلَّ ٓ ًَٰ َأ ۡدّ  ِىل 
َذ َٰ ٌۡۚۡ ُُْن َٰ َ َۡ ي ن ۡجَأ   ٍ اَ  ٍ ِحد ةًَأ ۡوَ  ٣َۡعِدىُىاَْف ى َٰ
Terjemahnya : 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 




Pengertian nikah atau pernikahan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟I 
dan Hambali antara lain sebagai berikut:
8
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1. Ulama Hanafiyah 
Pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat dalam bentuk milik 
atau lebih tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja. 
2. Ulama Malikiyah 
Pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk 
mendapatkan kepuasan seksual (al-taladzdzudz) dengan perempuan 
(adamiyyah). 
3. Ulama Syafi‟iyah 
Pernikahan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami-istri) 
untuk bersenggama dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij. 
4. Ulama Hanabilah 
Pernikahan adalah akad akad yang menggunakan lafal keduanya (nikah 
dan tazwij) untuk memperoleh manfaat berupa bersenang-senang. 
 Dari empat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah 
hukum antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan yang 
sebelumnya diharamkan. Perjanjian inilah yang umum disebut dengan akad atau 
ijab qabul antara seorang pria dengan wanita berdasarkan syarat dan rukun yang 
ditentukan baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang 
Perkawinan.  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah mempunyai makna yaitu 
hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.
9
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Menurut Muh. Mathoni, perkawinan adalah akad yang melegalkan 
pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta membantu menolong antara laki-
laki dan perempuan yang bukan mahramnya.
10
  
Menurut A. Hamid Sarong, perkawinan merupakan tuntutan naluriah 
manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk 




Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12
 
Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang  
Perkawinan  memiliki arti bahwa perkawinan mempunyai nilai ikatan formil yang 
secara lahir tampak, dan juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan oleh 
masing-masing.
13
 Dengan demikian, diharapkan dalam perkawinan dilakukan atas 
kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang 
matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.  
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2. Dasar Hukum Perkawinan  
Dasar hukum perkawinan dan hukum perkawinan adalah dua hal yang 
berbeda.
14
 Dasar hukum perkawinan menurut hukum agama adalah bahwa 
perkawinan merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi 
Muhammad. Ada 23 ayat dalam Alquran tentang pernikahan dan tidak ada 
satupun ayat dalam Alquran yang menjelaskan batasan usia untuk menikah. 
Namun jika ditelisik lebih jauh, ayat-ayat yang berkaitan dengan kesesuaian 
pernikahan adalah dua ayat dalam Alquran.
15
 Sebagaimana firmanNya dalam 




َ ۡوَۡۡۡل  َٰوِِحيَۡٱيَُِلى  ُۡفَقَرآَءۡۡهصَّ ْ ۡيَُلوٍُوا ۡإِن ًۚ ِۡإَوَيآئُِلى  ِۡعَبادُِكى   ٌ ِي
َِِهُىۡ ُۡٱُيغ  وُِِّۡللَّ ۡيٌِۡفَض  ُۡٱوَۡۡۦ   ٣٢َۡوَِٰسٌعَۡعوِيٞىّۡۡللَّ
Terjemahnya : 
”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 




Firman Allah Swt., Surah an-Nur 59 : 
ِۡۡإَوَذا َفَُٰنۡٱبَوََغ ط 
َ ُوُىَۡٱِۡيَُلىُۡۡۡل  َتۡۡۡل  ۡٔ فَو َيس  ا ًَ َْۡل َتۡٱنِِذٍُوا ٌَۡٱۡنَِذنَۡٔ س  ِي َۡلَذَٰلَِكَّۡۡلَّ ًۚ يٌَِۡقب وِهِى 
ۡ ُ ُۡٱيُبَّيِ َۡءاَيَٰتُِِّۡللَّ ۡهَُلى  ُۡٱوَۡۡۦ   ٥٩َۡعوِيٌىَۡحِميٞىّۡۡللَّ
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“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta 
izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
17
 
Selain itu, dasar hukum perkawinan juga diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Undang-Undang perkawinan adalah 
segala sesuatu dalam bentuk ketetapan, yang dijadikan sebagai pedoman bagi 
umat Islam tentang perkawinan serta sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan 
Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan. 
Berikut dasar atau peraturan perundang-undangan yang mengatur 
perkawinan, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur 
Pemeriksaan Dispensasi Nikah 
                                                             






 Tentang hukum melakukan perkawinan, jumhur ulama berpendapat  
bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan Zhahiruiyah berpendapat bahwa nikah 
hukumnya wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin mengatakan bahwa nikah itu 
wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebahagian lainnya serta mubah untuk 
segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan 
kekhawatiran (kesusahan) dirinya.  
Bagi para fuqaha yang berpendapat bahwa nikah wajib bagi sebagian 
orang, sunah bagi sebagian orang lain, dan boleh bagi sebagian orang lain, 
pendapat ini dilandasi oleh pertimbangan kegunaan. Qiyas seperti ini disebut 
Qiyas Mursal, qiyas yang tidak memiliki dasar untuk bersandar. 
Terlepas dari pendapat para imam Mazhab, yang didasarkan pada nash-
nash Alquran dan As Sunnah, Islam sangat menganjurkan muslim yang memiliki 
kemampuan untuk menikah.
18
 Namun hukumnya bisa berubah menjadi sunnah, 
wajib, halal, makruh, tergantung illatnya.
19
 
a. Hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang dilihat dari segi pertumbuhan 
fisik wajar, cenderung memiliki keinginan untuk menikah serta sudah memiliki 
penghasilan tetap. 
b. Hukum nikah adalah wajib bila seseorang secara fisik sudah dianggap dewasa 
dan sudah memiliki penghasilan tetap serta memiliki keinginan kuat untuk 
menikah, sehingga dikhawatirkan jika tidak menikah akan melakukan 
perzinahan. 
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c. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur 
telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai 
penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup 
bagi anak dan istrinya. 
d. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita 
dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-oloknya atau untuk 
membalas dendam. 
e. Hukum nikah menjadi mubah apabila diperbolehkan jika seseorang dapat 
melakukannya, tetapi jika tidak, ia tidak akan khawatir tentang perzinahan, dan 
jika ia melakukannya, ia tidak akan menelantarkan istrinya. Perkawinan orang 
tersebut didasarkan untuk pemenuhan kesenangan. Hukum mubah ini juga 
ditunjukkan bagi seseorang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk 
kawin itu sama sehingga menimbulkan keraguan untuk melangsungkannya.  
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum nikah menurut Islam dapat 
bersifat wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung keadaan maslahatnya. 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan persyaratan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 
yang berkaitan dengan legalitas perbuatan hukum tersebut dari segi hukum. 
Sehingga keduanya tidak terpisahkan dan harus selalu terpenuhi. Untuk 
memenuhi syart sah dan diterimanya perkawinan, maka harus memenuhi rukun-







a. Rukun Perkawinan 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:
20
 
1.  Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 
3. Adanya dua orang saksi 
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya 
dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki 




1. Calon suami 
2. Calon istri 
3. Wali nikah 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab qabul  
b. Syarat-syarat Sah Perkawinan 
Syarat perkawinan adalah dasar sah atau tidaknya perkawinan. Jika 
syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah. Menurut jumhur ulama terdapat 
lima rukun perkawinan, dari tiap rukun tersebut memilki syarat tertentu. Berikut 
Syarat dari rukun yang dimaksud:
22
  
1. Syarat Calon Suami: 
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a) Beragama Islam 
b) Laki-laki 
c) Jelas orangnya 
d) Dapat memberikan persetujuan 
e) Tidak  terdapat halangan perkawinan 
2. Syarat Calon Istri: 
a) Beragama, meskipun Yunani dan Nasrani 
b) Perempuan 
c) Jelas orangnya 
d) Dapat dimintai persetujuan 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan 
3. Syarat Wali Nikah: 
a) Laki-laki 
b) Dewasa 
c) Mempunyai hak perwalian 
d) Tidak terdapat halangan perwaliannya 
4. Syarat Saks Nikah: 
a) Minimal dua orang laki-laki 
b) Hadir dalam ijab qabul 








5. Syarat Ijab Qabul: 
a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b)  Ada pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria 
c) Menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau 
tazwijAntara ijab dan qabul bersambungan 
d) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
e) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah 
f) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh paling sedikit 4 orang yaitu calon 
mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai wanita atau wakilnya dan dua 
orang saksi. 
Salah satu pemicu munculnya atau kontroversi perkawinan anak karena di 
satu sisi ada kalangan yang menggunakan pembenaran berdasarkan ketentuan 
fikih atau aturan hukum Islam.
23
 Mereka yang menggunakan pembenaran hukum 
Islam hanya berdasarkan pemahaman tekstual ayat atau hadist yang berhubungan 
dengan persoalan usia perkawinan. kemudian bagi mereka yang berpandangan 
lain menolak perkawinan anak dengan mengatakan bahwa konteks ayat atau 
hadist tentang usia perkawinan  di masa itu (masa kehidupan Rasulullah) harus 
disesuaikan dengan kekinian. Dimasa sekarang berdasarkan survey atau penelitian 
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Pada prinsipnya batasan usia minimum perkawinan bagi warga negara 
diatur sedemikian rupa sehingga orang yang menikah diharapkan telah siap secara 
fisik, mental dan kemampuan berfikir. Banyak resiko apabila pernikahan anak 
dilakuakan, diantaranya yang pertama meningkatnya jumlah kasus perceraian di 
Indonesia sebagai akibat kurang siapnya pasangan anak yang menikah dibawah 
umur dalam mempersiapkan diri berumahtangga, kerentanan terhadap masalah 
reproduksi dan kesehatan, anak menjadi rentan terhadap kemiskinan termasuk 
kemiskinan antar generasi, Ini terjadi karena mereka menikah di bawah batas usia 
yang ditentukan, dengan cara demikian, pendidikan formal berakhir dengan 
sendirinya, dan pada akhirnya perekonomian bergantung pada suami, selanjutnya 
anak rentan terhadap kekerasan baik psikologis maupun fisik, dan resiko yang 
lainnya yaitu terbatasnya akses anak kepada pendidikan.
25
 Pernikahan anak 
menjadi salah satu penyebab putus sekolah dan harus beralih mengurus rumah 
tangga. Oleh karena itu, berbagai upaya sedang dilakukan untuk meminimalkan 
pernikahan di bawah umur. Tak hanya itu, dengan tidak adanya perkawinan anak, 
kemungkinan pecahnya rumah tangga yang berujung pada perceraian bisa 
dihindari karena pasangan memiliki kesadaran yang lebih matang tentang tujuan 
perkawinan, dengan mengedepankan aspek kebahagiaan fisik dan mental. 
Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut 
Hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah “bermimpi 
                                                             
25Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar “Peran Program Studi dalam Mengatasi 
Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum 





basah” untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan.
26
 Para 
Fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi‟I 
dan Hambali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan adalah 15 tahun, 
sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat 
umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan 
Imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi 
laki-laki maupun perempuan.
27
 Tidak adanya  ketentuan yang pasti tentang batas 
umur perkawinan menjadikannya sebagai persoalan ijtihadiyyah, sehingga negara 
berhak menetapkan batas usia perkawinan atas dasar kemaslahatan.
28
  
Mengawali tinjauan maslahat ini perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan 
mendasar terminologi perkawinan dibawah umur menurut hukum Islam dengan 
hukum positif, yang dimaksud perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum 
Islam adalah perkawina yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh dan 
aqil, yaitu dalam kisaran usia 15 tahun kebawah, dimana terjadi ikhtilaf terkait 
kebolehannya, sedangkan menurut hukum positif perkawinan dibawah umur 
adalah perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia minimal yang ditentukan 
undang-undang, yaitu dibawah usia 19 tahun.
29
 Akan tetapi dalam pembahasan 
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ini, terminology tersebut digeneralisasi dengan merujuk pada pengertian hukum 
positif.  
Apabila syarat batas minimal usia yang ditentukan tidak terpenuhi, maka 
calon pasangan diberikan kelonggaran untuk mengajukan permohonan dispensasi 
nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi  nikah diajukan oleh orang 
tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun 
perempuan. Permohonan dispensasi nikah dapat  diajukan secara bersama-sama 
ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan 
Agama dapat memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai setelah 
mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau wali sah dari anak yang 
akan diberikan dispensasi nikah. 
Pernikahan anak di bawah umur adalah masalah yang kompleks. Oleh 
karena itu, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan 
Agama harus mempertimbangan dari berbagai sudut pandang, termasuk 




4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 




1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami dan 
istri harus saling membantu dan melengkapi sehingga masing-masing dapat 
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mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materiil. 
2. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia, Sakinah, 
Mawaddah wa Rahmah. Apapun yang dimaksud dengan sakinah adalah 
keadaan dimana suasana hati dan jiwa (jiwa) anggota keluarga hidup dalam 
keadaan tenang dan tentram. Yang dimaksud dengan Mawaddah adalah 
kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta, hormat, saling 
menghormati dan saling membutuhkan. Yang kemudian yang dimaksud 
dengan Rahma, yaitu penyatuan anggota keluarga satu sama lain untuk 
saling mencintai, saling melindungi, memiliki ikatan batin yang kuat satu 
sama lain. 
3. Mengikuti perintah Allah untuk menemukan keturunan yang sah dalam 
masyarakat dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur 
4. Untuk memenuhi syarat kodrat manusia, menjalin relasi antara laki-laki dan 
perempuan, berkeluarga bahagia atas dasar cinta, memiliki keturunan yang 
sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan hukum Syariah. 




1. Menghindari terjadi perzinahan 
2. Menikah bisa menjauhkan mata dari melihat wanita yang dilarang 
3. Menghindari terjadinya penyakit menular seksual yang disebabkan oleh 
perzinaan seperti AIDS 
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4. Pengembangan lebih lanjut dari stabilitas mental serta kedewasaan dan 
tanggung jawab terhadap keluarga 
5. Pernikahan adalah setengah dari agama 
6. Menikah dapat meningkatkan kejujuran, keberanian, dan rasa tanggung 
jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. 
7. Pernikahan dapat menggabungkan silaturahmi, persaudaraan dan 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian 
lapangan merupakan jenis penelitian dimana data dan informasi dikumpulkan 
langsung dari informan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi 
melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memilih lokasi penelitian di 
Kabupaten Takalar  dalam  hal ini kantor Pengadilan Agama Takalar. Pilihan 
lokasi tersebut atas pertimbangan bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen 
yang diperlukan penulis.  
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang 
bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya 
ilmiah.
1
 Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif 
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adalah suatu metode pendekatan dengan bertitik tolak pada hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research) melalui observasi dan wawancara dengan informan penelitian 
serta berupa data yang berasal dari produk perundang-undangan yang 
mengatur tentang Hukum Perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam.  
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
mempelajari berbagai literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara 
melihat langsung objek penelitian terlebih dahulu yang menjadi objek 
penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. 
2. Wawancara yaitu kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara penulis 





dibahas dalam hal ini pihak yang berada dalam lingkup Pengadilan Agama 
Takalar.  
3. Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan sejumlah besar fakta serta data 
yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen atau bahan tertulis 
seperti buku, surat menyurat, notulen yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data 
tertulis yang ada di lapangan dan relevan dengan pembahasan penelitian. 
E. Instrument Penelitian 
Untuk memperoleh data yang baik dan benar dibutuhkan alat 
pengumpulan data yang baik yang disebut dengan instrument. Instrument 
penelitian dapat berupa kuisioner, pedoman wawancara, panduan observasi. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument berupa Panduan observasi 
dan pedoman wawancara 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan 
Setelah data yang dikehendaki telah terkumpul, maka data tersebut 
diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Seleksi Data 
Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul 
sudah mencakup atau belum dengan pokok permasalahan yang dibahas. 
b. Klasifikasi Data 






c. Penyusun Data 
Penyusun data dilakukan untuk mendapatkan data dalam susunan yang 
sistematis.  
2. Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau bahan-bahan lain untuk 



















DISPENSASI NIKAH PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 
NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Takalar 
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Takalar 
Pengadilan Agama Takalar adalah salah satu badan peradilan dibawah 
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, terletak di Kabupaten Takalar yang diberi 
kekuasaan oleh Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan 
menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan 
shodaqah serta ekoonomi syariah.  
Terbentuknya Pengadilan Agama Takalar didasrkan oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama 
Mahkamah Syariah diluar Jawa-Madura yang ditetapkan di Jakarta tanggal  5 
Oktober 1957 yang terdapat pada lembaran Negara Nomor 99. 
Sebelumnya, Pengadilan Agama Terletak di Jl. Syekh Yusuf Nomor 5, 
Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 
Takalar. Berdiri diatas tanah seluas 1.299 M
2
 dengan dua buah bangunan 
permanen berlantai satu. Saat ini gedung tersebut telah beralih status menjadi 
rumah dinas sejak dikeluarkannya penetapan status oleh Badan Urusan 
Administrasi Mahkamah Agung RI.  
Pada bulan Maret 2012, Pengadilan Agama Takalar telah menempati 
gedung kantor baru yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No.5, Kelurahan 







 dan dibangun diatas tanah seluas 3000 M
2
. Dalam rangka 
peningkatan pelayanan, maka pada tahun 2016 Pengadilan Agama Takalar 
menambah gedung bangunan untuk ruang tunggu bagi para pencari keadilan 
dengan luas gedung 30 M
2
, sehingga total luas gedung Pengadilan Agama Takalar 
saat ini menjadi 790 M
2
.  
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar 
Berikut Visi dan Misi Pengadilan Agama Takalar: 
a. Visi 
Terwujudnya Pengadilan Agama Takalar yang Agung. 
b. Misi 
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Takalar 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
3) Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan 












3. Wilayah Yurisdiksi 
Yurisdiksi Penagdilan Agama Takalar meliputi seluruh wilayah di 
Kabupaten Takalar, dengan rincian sebagai berikut:  
 
No. Kecamatan Kelurahan/Desa 




















8. Lantang  
9. Rajaya 
10. Su‟rulangi  









10. Lassang Barat 
11. Massamaturu 
12. Timbuseng 






15.  Barugaya 
16. Balangtanaya 
17. Towata 
18. Kale Ko‟mara  
4.  Galesong Selatan 1. Mangindara 
2. Bonto Marannu 
3. Popo 




8. Bonto Kanang 
9. Kale Bentang 
10. Tarowang 
11. Kadatong 
12. Kaluku Bodo 
5.  Galesong 1. Bontoloe 
2. Boddia 
3. Galesong Kota 
4. Galesong Baru 
5. Bontomangape 









11. Pa‟rasangan Beru 
12. Kalukuang 
13. Mappakalompo 
14. Campagaya  
6.  Galesong Utara 1. Bonto Sunggu 





7. Aeng Batu-Batu 
8. Aeng Toa 
9. Sampulungan 
10. Bonto Kaddopepe 
7.  Sanrobone 1. Sanrobone 
2. Paddinging 







6. Ujung Baji   




5. Macini Baji 
6. Mattiro Baji 
7. Tompotana 
8. Rewataya 
9. Balangdatu  

















4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Takalar  
 
5. Daftar Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Takalar 
Berikut daftar nama mantan Ketua Pengadilan Agama Takalar: 
No. Nama Tahun Menjabat 
1.  Drs. K. H. Muh. Ya‟la 1962 s/d 1967 
2.  K. H. Abdullah Salim 1967 s/d 1978 
3.  Drs. Muh. Hasan 1978 s/d 1980 
4.  Drs. H. Djuzmi Hakim 1980 s/d 1986 
5.  Drs. H. Zainal Imamah, S.H 1986 s/d 1994 






6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Takalar 
Pengadilan Agama Takalar melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan pasal 2 jo. Psal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang: 
a. Perkawinan 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun, dalam hal  orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus 
ada perbedaan pendapat; 
7.  Drs. Abdul Munir, S.H 2004 s/d 2006 
8.  Drs. Hj. St. Walha Mangge, M.H 2006 s/d 2008 
9.  Drs. H. Ahmad K 2008 s/d 2010 
10.  Drs. H. Abdul Razak 2010 s/d 2012 
11.  Dra. Hj. Nurlina K 2012 s/d 2014 
12.  Drs. Muh. Arsyad 2014 s/d 2015 
13.  Mukrim, S.H 2015 s/d 2016 
14.  Drs. Kartini 2016 s/d 2017 





3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan Perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Penguasaan anak-anak; 
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
18. Penunjukan eorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya; 






20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain.  
b. Waris 
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 
permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 
penentuan bagian masing-masing ahli waris. 
c. Wasiat  
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 
lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 
meninggal dunia. 
d. Hibah  
Pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
e. Wakaf  
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 





selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 
f. Zakat  
Harta yang wajib disisihkan oleh seoranng muslim atau badan hukum yang 
dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya. 
g. Infak  
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orag lain guna menutupi 
kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki 
(karunia), atau menfkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas 
dank arena Allah Subhanahu Wata‟ala. 
h. Shodaqoh  
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Swt. dan pahala semata.  
i. Ekonomi Syariah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, 
antara lain meliputi: Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi 
syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga 
berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian 
syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. 
Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Takalar 





1. Fungsi mengadili (judicial power) 
Menerima. Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 
2. Fungsi pembinaan 
Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural 
dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, 
administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi pengawasan  
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita 
Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggrakan dengan 
seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor : 
KMA/080/VIII/2006).  
4. Fungsi Nasehat  
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) 






5. Fungsi Administratif 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 
administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). 
(vide: KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi Lainnya:  
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait. Seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain 
(vide: Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).  
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 
keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.  
B. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 
Takalar 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mengatur batas usia untuk 
melakukan perkawinan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun 
untuk perempuan. Setelah Undang-Undang Perkawinan direvisi yang kemudian 
dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk 






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penerapan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar, Undang-Undang 
tersebut diterapkan sebagaimana yang telah diundangkan.  




“Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan 
Agama Takalar, Pengadilan secara otomatis melaksanakan apa yang telah 
diundangkan. Namun, Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa 
instrumen lain. Mahkamah Agung menerjemahkan putusan tersebut dalam 
bentuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diantaranya bahwa disamping 
masalah usia, juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.” 
 
Selain itu Bapak H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H, Panitera Pengadilan Agama 




“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan secara maksimal 
karena Undang-Undang tersebut dijadikan rujukan kedua setelah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.” 
Sejalan dengan pernyataan diatas, Ibu Fadilah, S.Ag., Hakim Pengadilan 
Agama Takalar juga menyatakan bahwa:
3
  
“Implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilaksanakan 
sejak lahirnya Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan ketetapan Undang-
Undang bahwa anak yang belum berusia 19 tahun baik itu laki-laki 
maupun perempuan yang akan menikah harus mendapatkan dispensasi dari 
Pengadilan Agama. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 
batas minimal usia menikah bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 
19 tahun. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 
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batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 
tahun. Apabila belum cukup umur maka harus meminta dispensasi nikah 
di Pengadilan Agama. Hal tersebut sudah dilaksanakan dan sudah ada 
beberapa penetapan dispensasi nikah. Ada beberapa yang ditolak dan ada 
juga beberapa yang dikabulkan.” 
Lebih lanjut dikatakan Bapak Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua 
Pengadilan Agama Takalar bahwa:
4
 
“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ibarat dua mata pisau, di satu sisi 
Undang-Undang menginginkan Pendidikan yang layak bagi anak dan di 
sisi lain menyangkut kebutuhan masyarakat. Banyak di daerah termasuk 
Takalar, yang berusia 16 tahun ke atas sebelum berusia 19 tahun sudah 
dapat dikategorikan mapan, dari segi pergaulan berada pada keadaan yang 
mendesak. Selain itu, yang bersangkutan mungkin sudah lama putus 
sekolah. Jika perkara seperti itu harus masuk ke P2TP2A meminta 
rekomendasi untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Takalar, 
pada akhirnya juga akan ada kendala.Undang-undang pada dasarnya 
mengutamakan kepentingan pendidikan, sedangkan anak yang 
bersangkutan sudah lama putus sekolah. Intinya bagi Pengadilan adalah 
ketika menilai bahwa perkara itu terdapat kepentingan anak, maka akan 
cenderung melihat apakah perkawinan ini memang murni keinginan 
seorang anak atau desakan dari pihak tertentu. Kemudian yang kedua 
apakah kemauan anak ini merupakan keinginan sesaat atau tingkat 
kematangannya memang sudah siap sedemikian rupa. Hal itu yang akan 
dipertimbangkan secara matang oleh Pengadilan.” 
 
Adapun pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah 
Menurut Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, yaitu:
5
  
“Pertimbangan dalam dispensasi kawin itu kalau kita merujuk ke PERMA 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pedoman mengadili perkara 
dispensasi kawin. Pertimbangan yang paling urgen itu yang pertama ada 
atau tidaknya alasan mendesak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019. Apabila tidak ada bukti alasan mendesak, maka permohonan 
itu harus ditolak. Kemudian yang kedua bagimana membuktikan keadaan 
mendesak, apa saja yang menjadi alasan sehingga permohononan ini 
memenuhi unsur alasan mendesak. Biasanya yang dikabulkan itu kalau 
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sudah hamil duluan, atau mereka terbukti hampir melakukan hubungan 
badan.” 
 
Kemudian lebih lanjut dikatakan Bapak Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim 
Pengadilan Agama Takalar bahwa:
6
 
“Salah satu faktor yang paling menentukan diterima atau ditolaknya 
dispensasi kawin adalah keterangan anak yang dimintakan dispensasi. 
Kemudian terkait bukti pendukung yang cukup dapat diperoleh dari surat 
keterangan dokter bahwa yang bersangkutan positif hamil. Selain itu perlu 
digali dan dimasukkan kedalam pertimbangan terkait keterangan calon 
suami dan keterangan kedua orang tuanya. Hal tersebut untuk menggali 
kebenaran bahwa keinginan menikah benar-benar muncul dari dalam diri 
dan bukan atas tekanan atau paksaan, baik dari orang tuanya, orang tua 
calon suaminya atau dari calon suaminya. Oleh karena itu, di dalam 
persidangan terkadang ada pertanyaan terkait kemampuan ekonomi orang 
tua perempuan juga kemampuan ekonomi orang tua laki-laki. Boleh jadi 
ketika kemampuan ekonomi orang tua perempuan dibawah rata-rata, 
sedangkan kemampuan ekonomi orang tua laki-laki menengah keatas dan 
sering terjadi transaksi ekonomi antar kedua orangtua, pernikahan itu 
dilaksanakan karena tekanan finansial.” 




“Alasan-alasan yang paling signifikan diungkapkan pemohon dalam 
mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu besar sebagian 
hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.” 




“Anunya itu bu, nantika biasa itu kalau anak2 itu kalau perempuan kalau 
keluar itu kan tidak tau dimanakah, kalau ditahu saya punya keluarga kan 
tidak baik.” 
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  Sejalan dengan pernyataan Bapak Jamaluddin Dg Serang, Ibrahim Dg 




“Karena jodoh sudah terbuka dari Tuhan. Dari pada bikin dosa, jadi lebih 
baik menikah.”   
Ungkapan Pemohon diatas dapat dipahami bahwa alasan ingin 
menikahkan anak dibawah batas usia yang ditentukan Undang-Undang sehingga 
mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya karena khawatir 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menganggap bahwa kepentingan terbaik 
bagi anak adalah dengan menikah karena dapat terhindar dari perbuatan yang 
dilarang. Namun, permohonan yang diajukan tidak serta merta dapat dikabulkan. 
Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tergantung 
jalannya persidangan, artinya tergantung pembuktian.
10
 Dari pembuktian itu 
apabila Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan patut dikabulkan maka 
akan dikabulkan, begitupun sebaliknya. Pertimbangan yang dimaksud tersebut 
apabila ada hal-hal yang mendesak terbukti di persidangan diantaranya hubungan 
mereka sudah tidak dapat dipisahkan atau hamil diluar nikah. Jika keadaannya 
demikian, maka dapat dikabulkan. Kemudian jika tidak ada hal mendesak,  anak 
yang bersangkutan juga belum siap dinikahkan atau mungkin setelah diberikan 
nasehat dan orangtuanya paham, maka permohonan yang diajukan tidak 
dikabulkan. Jadi, pertimbangan Hakim tergantung pemeriksaan di persidangan 
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dan pembuktian terkait keterangan anak, keterangan orang tua dan bukti-bukti 




Menurut Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Takalar, hal yang paling utama di dalam pertimbangan Hakim mengizinkan 
dispensasi nikah setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yaitu  
kajiannya menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak. Sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pertimbangan Hakim tidak terlalu kuat 




Dasar utama Undang-Undang dalam menetapkan diizinkan atau tidaknya 
dispensasi nikah itu adalah memperhatikan kepentingan anak. Hal itulah yang 
menjadi dasar pertimbangan Hakim. Terkait penjabarannya, Hakim dalam 
memeriksa permohonan dispensasi nikah mengidentifikasi apakah anak yang 
diajukan permohonannya benar-benar mengetahui dan menyetujui rencana 
perkawinan yang akan dilangsungkan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari 
orangtua. Tidak hanya itu, juga dilihat dari kondisi psikologis, kesehatan dan 
kesiapan anak dalam perkawinan. Kemudian memastikan terkait ada atau tidaknya 
paksaan dari segi psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak sehingga ingin 
melangsungkan perkawinan atau terhadap keluarganya sehingga ingin 
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mengawinkan anak. Dari berbagai alasan tersebut dapat dipertimbangkan alasan 
yang dikemukakam itu termasuk kepentingan-kepentingan anak atau tidak. 
Apabila sebenarnya masih ada keinginan anak untuk berkembang, baik dari segi 
usaha dan pendidikan, maka secara otomatis permohonan dispensasi nikah yang 
diajukan akan ditolak oleh Pengadilan.
13
  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur 
mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh hakim dalam persidangan 
diantaranya seperti pemberian nasihat terkait resiko perkawinan. Kemudian Ada 
beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan, salah satunya 
nasehat Hakim tunggal ke semua pihak dan keterangan para pihak, apabila tidak 
dilakukan penetapan batal demi hukum.
14
 Dalam proses persidangan dispensasi 
nikah dilakukan dengan Hakim tunggal dan umumnya pemeriksaan dilakukan 
secara terpisah dengan orang tua. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada rasa 
sungkan bagi anak untuk menyampaikan bagaimana adanya. Bahkan agar tidak 
ada tekanan mental bagi anak untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian Hakim 
dan Panitera tidak mengenakan atribut persidangan sebagaimana tercantum dalam 
pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 “Hakim dan Panitera Pengganti 
dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidanngan.
15
 Hal tersebut 
diupayakan sedemikian rupa agar tidak ada kesan sidang dan anak lebih terbuka 
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dan leluasa menyampaikan sesuatu. Seperti yang dikatakan Bapak Amirullah, 
S.H.I.,M.H, sekiranya ada indikasi sedikit saja oleh Hakim bahwa ternyata bukan 
keinginan anak atau keinginan anak tetapi hanya karena keinginan sesaat, dan 
bukan berdasarkan tingkat kematangan seseorang untuk berumah tangga, maka 
permohonan tersebut ditolak.  
Salah satu hal yang rumit dalam memutus kasus dispensasi nikah yang 
diungkap oleh Bapak Sulton Nul Arifin, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Takalar 
bahwa:  
“Yang rumit itu sebenarnya menilai. Kan ada banyak yang dinilai. Kenapa 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu diundangkan karena untuk 
mencegah perkawinan anak. kenapa perkawinan anak itu dicegah untuk 
terjadi? Untuk menghindari  kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan 
dalam ekonomi, kesehatan reproduksi dan kesiapan mental. Yang paling 
susah itu adalah menilai si anak ini apakah sudah siap secara 
psikologi/mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Karena di 
rekomendasi dari P2TP2A hanya mencantumkan bahwa anak ini masih 
dibawah umur sehingga belum patut untuk menikah. Tidak ada perincian 
lebih detail terkait kesiapannya. Makanya Hakim boleh meminta kepada 
para pihak untuk mendatangkan psikolog sebagai bahan pertimbangan. 
Tapi itupun tidak menentukan, Hakim tidak terikat dengan pertimbangan 
yang diberikan oleh Psikolog baik itu melalui surat atau di persidangan. 
Tidak cukup hanya pertimbangan dari psikolog saja, kesiapan ekonomi 
juga. Yang paling banter saya tanya itu kehidupan sehari-hari perempuan 
ini bagaimana, sudah bekerja atau belum, penghasilannya berapa, lebih ke 
materil. Karena susah  untuk menilai kesiapan mental. Yang lebih baik itu 
kalau Hakim punya kewenangan untuk memanggil psikolog, sementara ini 
masih dibebankan kepada pemohon. Akan tetapi, tergantung pemohon 
apakah ingin mengahdirkan atau tidak. Sementara ini masih pertimbangan 
tertulis dari P2TP2A. surat rekomendasi dari P2TP2A itu menjadi bahan 
pertimbangan tetapi tidak mengikat untuk menentukan keputusan Hakim. 
Tidak ada ukuran pasti dalam memutus menerima atau menolak 
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Lebih lanjut dikatakan Bapak Amirullah, S.H.I.,M.H., bahwa tentu ada 
pertimbangan-pertimbangan lain dalam memutus perkara dispensasi nikah tapi 
pertimbangan-pertimbangan tersebut tetap dalam bingkai kepentingan terbaik 
anak.
17
 Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 
2 yaitu “Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: 
kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, 
penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 
non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum.
18
 Kepentingan terbaik bagi anak yang 
dimaksud adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan 
perlindungan, pengasuhan kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang anak.  
 Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 
2019 menunjukkan bahwa persoalan dispensasi nikah merupakan suatu hal yang 
harus dihadapi dengan serius. Artinya PERMA tersebut mengamanatkan kepada 
Hakim untuk menggali latar belakang dan alasan diajukannya permohonan 
dispensasi nikah. Dari alasan-alasan tersebut kemudian dipertimbangkan terkait 
dampak yang akan terjadi jika permohonan ditolak atau dikabulkan, sehingga 
dapat mengambil keputusan yang paling tepat tentang layak atau tidaknya untuk 
dikabulkan permohonan dispensasi tersebut.    
                                                             
17Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, 
Di Pengadilan Agama Takalar, (29 Desember 2020) 
18Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik 






C. Permintaan Dispensasi Nikah Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Takalar 
1. Dampak Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap 
Permintaan Dispensasi Nikah  
Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal 
usia perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun berdampak pada  
permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. 
 Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Permohonan Dispensasi Nikah 
di Pengadilan Agama Takalar mengalami Peningkatan. Hal ini menunjukkan 
terdapat 8 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 terhitung mulai Juli 2018 
sampai September 2019, dan 16 pasangan yang mengajukan permohonan 
dispensasi nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai 
dengan Desember 2020. 
Tabel 4.1 Perkara Dispensasi Nikah Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar 
Bulan Jumlah Permohonan 
Juli 2018 0 
Agustus 2018 0 
September 2018 3 
Oktober 2018 1 





Desember 2018 0 
Januari 2019 1 
Februari 2019 0 
Maret 2019 0 
April 2019 1 
Mei 2019 0 
Juni 2019 0 
Juli 2019 0 
Agustus 2019 0 
September 2019 2 
Jumlah Keseluruhan 8 
 
Tabel 4.2 : Perkara Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar 
Bulan Jumlah Permohonan 
Oktober 2019 1 
November 2019 5 
Desember 2019 0 
Januari 2020 2 
Februari 2020 3 
Maret 2020 2 
April 2020 0 





Juni 2020 0 
Juli 2020 1 
Agustus 2020 0 
September 2020 2 
Oktober 2020 0 
November 2020 0 
Desember 2020 0 
Jumlah Keseluruhan 16 
 
Tabel 4.3 : Perkara Dispensasi Nikah yang Dikabul, ditolak, tidak diterima dan 
dicabut Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di 
Pengadilan Agama Takalar 
Dikabul Ditolak Tidak Diterima Dicabut 
7 0 1 0 
Total = 7 Total = 0 Total = 1 Total = 0 
 
Tabel 4.4 : Perkara Dispensasi Nikah yang Dikabul, ditolak, tidak diterima dan 
dicabut Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan 
Agama Takalar 
Dikabul Ditolak Tidak Diterima Dicabut 
7 3 0 6 






Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang 
menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan 
Agama Takalar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. 




“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang 
menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi nikah di 
Pengadilan Agama Takalar, melainkan ada faktor lain diantaranya yaitu 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor 
pendidikan.” 




“Yang menjadi faktor menigkatnya permintaan dispensasi nikah itu karena 
meningkatnya batas minimal usia perkawinan, tidak memiliki kekuatan 
finansial sehingga lebih memilih menikah dan bekerja, dan juga kurang 
sosialisasi bahwa pendidikan itu penting dan merasa bahwa pendidikan itu 
cukup di jenjang SMA. Meskipun kuliah tidak menjamin kehidupan lebih 
baik, tapi setidaknya pendidikannya lebih baik.” 
2. Upaya Pengadilan Agama Takalar Dalam Menekan Angka Perkawinan 
Dibawah Umur 
Menurut Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar 
terkait upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Takalar dalam menekan 
angka perkawinan dibawah umur yaitu:
21
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“Pengadilan sifatnya menerima perkara sehingga tidak bisa mencegah atau 
melarang siapapun untuk mendaftarkan perkara. Secara instrumental 
Pengadilan tidak memiliki alat untuk mencegah seseorang melakukan 
pernikahan di bawah umur. Satu-satunya jalan ialah melalui putusan 
dispensasi nikah yang harus digali dari berbagai aspek pertimbangan 
terkait ada atau tidaknya alasan mendesak sehingga harus melangsungkan 
perkawinan. Alasan mendesak adalah kondisi dimana pernikahan adalah 
satu-satunya pilihan sehingga ketika pernikahan tidak dilaksanakan akan 
terjadi hal yang lebih buruk. Upaya yang bisa dilakukan oleh Pengadilan 
yaitu menggali sebenar-benarnya keterangan anak, keterangan orang tua, 
keterangan calon suami, keterangan orang tua calon suami tentang alasan 
mendesaknya dan hal-hal yang sudah digariskan dalam PERMA Nomor 5 
Tahun 2019 seperti kesiapan mental, kekuatan finansial, potensi kekerasan 
dalam rumah tangga, dan  budaya.” 
 
 
Menurut H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., dalam menekan angka perkawinan di 




1) Memberikan penjelasan tentang bahaya pernikahan usia dini melalui 
meja informasi sebelum perkara di daftar. 
2) Ikut aktif dalam forum komunikasi Pemerintah Daerah khususnya 
dalam upaya pembentukan Perda tentang pencegahan pernikahan usia 
dini yang digagas oleh Pemda Takalar. 
Menurut Fadilah, S.Ag., upaya pengadilan dalam menekan angka 
perkawinan dibawah umur yaitu:
23
 
“Upaya Pengadilan dalam menekan angka perkawinan dibawah umur yaitu 
melalui penyuluhan hukum. Hal ini dilakukan ketika Pengadilan dalam 
beberapa kesempatan  bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Takalar 
dalam forum-forum seperti itu disampaikan bahwa sedapat mungkin 
pernikahan dini jangan dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 diudangkan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak.” 
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Pengadilan Agama Takalar dalam menekan angka perkawinan dibawah 
umur diantaranya melalui putusan dispensasi nikah dalam hal ini menggali 
sedalam-dalamnya mendesak atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan. 
Kemudian pengadilan juga memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan 
dini di meja informasi sebelum didaftar serta melakukan penyuluhan hukum. 
Penyuluhan Hukum tersebut dilakukan ketika Pengadilan dalam beberapa 
kesempatan  bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Takalar, dalam forum-
forum seperti itu disampaikan bahwa sedapat mungkin pernikahan dini jangan 
dilaksanakan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diudangkan semata-








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Pengadilan Agama Takalar melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur batas 
minimal usia untuk melakukan perkawinan. sebagaimana tercantum dalam 
pasal 7 ayat (1)  yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 
sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
1
 Kemudian pada pasal 7 
ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang 
tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan 
alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2
 Pada 
pasal 7 ayat (3) dikatakan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua 
belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
3
 Akan tetapi, 
Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrumen lain. Di dalam 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa disamping 
masalah usia, Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan serta 
kepentingan terbaik bagi anak. Dimana dalam pemeriksaan, Hakim 
mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan menggali latar 
belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait 
pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, mendengarkan 
keterangan pemohon, anak, orang tua calon suami/istri dan calon 
suami/istri, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, 
psikis, ekonomi dan seksual serta mempertimbangkan kondisi psikologis, 
pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi anak dan orangtua, berdasarkan 
rekomendasi dari Psikolog, P2TP2A, Dokter atau Bidan serta Komisi 
Perlindungan Anak. Apabila fakta persidangan terbukti bahwa rencana 
perkawinan yang akan dilakukan bukan merupakan kepentingan terbaik 
anak, maka Pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan yang 
diajukan. Kemudian apabila dinilai rencana perkawinan yang akan 
dilakukan merupakan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan 
yang diajukan dapat dikabulkan. Kepentingan terbaik bagi anak yang 
dimaksud adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk 
memastikan perlindungan, pengasuhan kesejahteraan, kelangsungan hidup 
dan tumbuh kembang anak.  
2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada 
permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Terdapat 8 





berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, terhitung dari bulan Juli 
2018 sampai September 2019 dan 16 pasangan yang mengajukan 
permohonan dispensasi nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019, terhitung dari bulan Okotober 2019 sampai bulan Desember 
2020. Tidak hanya dari faktor lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019, faktor lain bertambahnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan 
Agama Takalar diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor 
pendidikan dan faktor ekonomi.  
B. Implikasi Penelitian 
Hendaknya orang tua dan anak memiliki kesadaran dan pemahaman tentang 
dampak dari perkawinan dibawah umur, sehingga melakukan pengawasan 
terhadap hal-hal yang dapat memicu dilakukannya perkawinan pada usia anak. 
Selain itu perlu dipahami pula bahwa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan 
sebelum melangsungkan perkawinan diantaranya kesiapan mental, fisik, ekonomi 
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